SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial
sebagai bentuk perlindungan dasar dan kesejahteraan
terhadap resiko sosial ekonomi yang dialami;

bahwa  implementasi jaminan  sosial  program
ketenagakerjaan belum secara merata dimanfaatkan oleh
para pekerja dan masih terdapat pekerja sektor usaha
mikro dan pekerja informal yang belum mendapatkan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan
sosial secara merata bagi pekerja dan memberikan
kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan terkait
pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, pemberi kerja secara
bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d
perlu  menetapkan  Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Sukoharjo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima
Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5481);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5715);



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5730);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program = Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6649);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari
Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan
sosial oleh Negara untuk menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan
Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK
adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan
kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami
kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah
manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris
ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan
kerja.

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah
manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat
peserta memasuki usia pensiun, pemutusan hubungan
kerja, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah
jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan
derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau
meninggal dunia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat
JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh
yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa
manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan
pelatihan kerja.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja Penerima Upah adalah Orang yang bekerja pada
pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan
yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk
memperoleh penghasilan.

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan-badan lainnya, termasuk
penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lainnya

Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi pekerja
harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.



17. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang
telah membayar iuran.

19. [uran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara
teratur oleh peserta, pemberi kerja.

20. Kanal pelayanan adalah jaringan pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi program,
pendaftaran peserta, penerimaan iuran, pelayanan jaminan
baik milik BPJS sendiri maupun bekerjasama dengan pihak
ketiga.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan
acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan
dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah
terhadap Pekerja.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dan keluarganya.

BAB II
KEPESERTAAN

Pasal 4
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
meliputi:
a. JKK;
b. JKM;
c. JHT;
d. JP; dan
e. JKP.

Pasal 5

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari :
a. Peserta Penerima Upah;

b. Peserta Bukan Penerima Upah, dan

c. Peserta Sektor Jasa Konstruksi.

Pasal 6

(1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S huruf a meliputi:
a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara
Negara; dan
b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain
Penyelenggara Negara.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. pegawai pemerintah non-pegawai negeri;

b. pejabat negara non-aparatur sipil negara; dan

c. pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga tinggi
negara atau lembaga negara.

Pekerja yang ©bekerja pada Pemberi Kerja selain
Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. Pekerja dalam masa percobaan;

b. komisaris dan direksi yang menerima upah; dan

c. pengawas dan pengurus yang menerima upah.

Pasal 7

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a. Pemberi Kerja;

b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
dan

c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan
menerima Upah.

Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. pemegang saham atau pemilik modal; dan

b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan
tidak menerima upabh.

Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan
kemitraan.

Pasal 8

Peserta Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S huruf ¢ meliputi:

a.
b.
C.

(1)

pekerja harian lepas;
pekerja borongan; dan
pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 9

Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara wajib
mendaftarkan dirinya dan/atau pekerjanya dalam program
Jaminan Sosial ketenagakerjaan secara bertahap sesuai
peraturan perundang-undangan.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara wajib
mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya dalam
program Jaminan Sosial ketenagakerjaan ditentukan
sebagai berikut:
a. usaha besar dan usaha  menengah  wajib
mengikutsertakan program JKK, JKM, JHT, dan JP; dan
b. usaha mikro dan usaha kecil wajib mengikutsertakan
minimal program JKK, JKM, dan JHT.
Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan
dirinya sebagai peserta program Jaminan Sosial
ketenagakerjaan minimal pada program JKK dan JKM.
Pekerja yang telah diikutsertakan dalam Jaminan Sosial
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta
merta menjadi peserta JKP.

Pasal 10

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan di Kantor
Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau kanal pelayanan yang
disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 11

Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang
melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dikenakan sanksi
administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran

Pasal 12

Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, BPJS Ketenagakerjaan
menetapkan besaran iuran dan memberitahukan besaran
iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
dibayar oleh Peserta.

Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
atau kanal pelayanan yang disediakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.

Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.



BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 13
(1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di  Daerah, Bupati melakukan

pembinaan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada
Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja.

(3) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim yang
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
a. melakukan sosialisasi manfaat program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan;

b. melakukan inventarisasi permasalahan pelaksaan
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;

c. melakukan koordinasi dengan instansi atau Perangkat
Daerah terkait dengan pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan; dan

d. melaporkan pelaksanaan program BPJS
Ketenagakerjaan kepada Bupati.

(5) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6
(enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.
WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 93



